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secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, tanggal 4 Mei 2024, pukul 17.25 WIB 

Hasil wawancara dengan Rinto, Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan 

Hak Tanah, Ruang, dan Pembinaan PPAT, Kantor Pertanahan Kota Administrasi 

Jakarta Selatan, tanggal 3 Mei 2024, pukul 14.00 WIB 

Hasil wawancara dengan Stefanie Hartanto, Notaris dan PPAT di Kabupaten 

Tangerang, Kantor Notaris Stefanie Hartanto, tanggal 17 Mei 2024, pukul 15.00 

WIB 

Hasil wawancara dengan Suis Agung Wahono, Staf Subseksi Peralihan Hak atas 

Tanah, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 26 April 2024, 

pukul 09.00 WIB 

Hasil wawancara dengan Suratmin, Plt. Kepala Subdirektorat Pemeliharaan Data 

Hak Tanah dan Ruang, Direktorat Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang, 

dan PPAT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 

tanggal 8 Mei 2023, pukul 11.00 WIB 

Hasil wawancara dengan Wahyudi Risdianto, Koordinator Kelompok Substansi 

Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang, dan Pembinaan PPAT, Kantor Pertanahan Kota 

Administrasi Jakarta Utara, tanggal 30 Mei 2024, pukul 11.12 WIB 

 

 

 


